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ABSTRAK 

Di dalam peradilan pidana di Indonesia whistleblower menjadi salah satu pelapor 

tindak pidana yang sangat berjasa dalam membongkar kejahatan, khususnya yang 

merugikan keuangan negara. Terkait dengan tindakannya, whistleblower disini 

harus jelas, mengenai fakta-fakta yang memang diungkapkannya itu adalah suatu 

hal yang konkret tanpa adanya suatu motif tertentu. Disamping itu wistleblower 

juga harus dilindungi agar setiap tindakannya yang memberikan kemudahan bagi 

para penegak hukum untuk mengungkap fakta-fakta yang belum mampu diungkap, 

dilakukan dengan aman, dan tanpa ancaman dari siapapun. Perlindungan hukum 

terhadap pengungkap fakta (whistleblower) dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain itu 

whistleblower juga dapat meminta perlindungan terhadap dirinya pada tahapan 

penanganan kepada LPSK, yang mana lembaga tersebut diberikan kewenangan 

untuk memberikan perlindungan kepada pelapor. Namun dalam praktik hukumnya 

masih banyak para whistleblower yang ada di Indonesia belum mendapatkan 

keadilan, seperti whistleblower yang pada akhirnya menjadi tersangka juga, 

dikarenakan tuduhan dari terlapor atau pun dari bukan terlapor yang mempunya 

kepentingan didalamnya. Hal tersebut sangat disayangkan, oleh karena itu perlu 

adanya aturan khusus yang mengatur tentang whistleblower, mengingat negara-

negara seperti Amerika dan Inggris telah lama mempunyai aturan khusus mengenai 

whistleblower.  

Kata kunci : Pengaturan, Perlindungan, Whistleblower.  
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ABSTRACT 

 

In Indonesia criminal justice, whistleblower becomes one of the very meritorious 

complainant criminal act in exposing crime, especially the financial harm state. 

Associated with the actions, Whistleblower has to be obvious in revealing the facts 

that are occured because it is a matter of concrete without any specific motives. 

Besides, Whistleblower has to be protected as well so that the actions that ease for 

law enforcement to reveal the facts that have not been able to exposed, can be done 

safely without any threat from anybody else. Legal protection towards 

Whistleblower can be found in Article 10 section 1 of Law Number 31 of 2014 

concerning amendments to the Law Number 13 of 2006 on the Protection of 

Witnesses and Victims. Furthermore, Whistleblower can also ask for protection 

against itself on the handling stages to Witness and Victim Protection Agency, 

which the agency has an authority to provide protection to the complainant. 

However, there are still many Whistleblowers in Indonesia do not receive a justice 

yet, in some cases the Whistleblower eventually becomes a suspect, due to 

accusations of defendant or not that have an interest in it. Therefore, it is very 

important to have special rules in managing the Whistleblower, considering many 

countries like America and Britain have long had special rules regarding 

Whistleblower. 

 

Keywords: Regulation, Protection, Whistleblower. 

 

 

 

 

  

 


